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GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 53
UN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENERIMAAN
KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS

PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bang a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektivitas
administrasi pengelolaan, pelaporan
pertanggungjawaban pengelolaan dana otonomi
khusus perlu dilakukan penyempurnaan pedoman

pengelolaan;

b. bahwa Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 53
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat disesuaikan

dengan kebutuhan, sehingga perlu diubah;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 53
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamal
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-
1/2003;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendahara-an Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara:.
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negard
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana
Alokasi Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus
Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 594);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
196 /PMK.07 /2013 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan
Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan
Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dai..
Desasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2017 Nomor 349);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan FEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentatg
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kera
Pemerintah Daerah;Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Berita Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 53 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
PENERIMAAN KHUSUS DALAM RANGKA PELAKSANAAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT.

etapkan

Pasal |

_ pa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 53 Tahun
18 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangk:
sanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam BAB [l Pasal 2 ayat (2) diubah dengan menambahkan
Lampiran III, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB 11
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 2

(1) Tetap.

(2) Uraian pedoman pengelolaan dana Otonomi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II
dan Lampiran [II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan diantara BAB Il dan BAB Il disisipkan satu BAB baru, yaitu
BAB IIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal baru,

vaitu Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
MEKANISME PENGALOKASIAN

Pasal 3A

(1) Dana Otonomi Khusus yang diterima Provinsi Papua Barat sebesar
Rp.2.507.241.496.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh milyar dua
ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu
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2]

3)

4)

5

-

rupiah).

Peruntukkan tertentu/bantuan keuangan kepada organisasi
keagamaan atau nama lainnya 10% (sepuluh persen) atau sebesar
Rp.250.724.149.600,00 (dua ratus lima puluh milyar tujuh ratus
dua puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu enam
ratus rupiah) dari total dana Otonomi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Alokasi untuk Provinsi Papua Barat 10% (sepuluh persen) atau
sebesar Rp.250.724.149.600,00 (dua ratus lima puluh milyar tujuh
ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu
enam ratus rupiah).

Alokasi untuk Kabupaten/Kota 90% (sembilan puluh persen) atau
sebesar Rp.1.980.975.030.140,00 (satu triliun sembilan ratus
delapan puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga
puluh ribu seratus empat puluh rupiah).

Hibah kepada Universitas Papua untuk penyelenggaraan pendidikan
pada Fakultas Kedokteran di Sorong sebesar Rp. 24.818.166.660,00
(dua puluh empat milyar delapan ratus delapan belas juta seratus
enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Hibah kepada Universitas Papua sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) bersumber dari bagian Kabupaten /Kota.

Alokasi dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dibagi secara

proporsional berdasarkan instrumen pemerataan dan keadilan antar

Kabupaten/Kota berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

Provinsi Papua Barat sesuai kriteria dan indikator sebagai berikut:

a. Indeks Penduduk Orang Asli Papua sebesar 40% (empat puluh
persen);

b. Indeks Luas Wilayah sebesar 20% (dua puluh persenj;

¢ Indeks Pembangunan Manusia sebesar 10% (sepuluh persenj);

dan
4. Indeks Kemahalan Konstruksi sebesar 30% (tiga puluh persenj.

tuan dalam Lampiran | BAB | huruf D diubah dengan menghap. s

semor 2 dan nomor 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB 1
PENDAHULUAN

UMUM
Tetap.

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN
Tetap.



C. MAKSUD DAN TUJUAN
Tetap.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pengelolaan dana otonomi khusus ini
berupa dana dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus 2% (dua
persen) dari Dana Alokasi Umum Nasional.

Ketentuan dalam Lampiran | BAB 11 huruf A nomor 1 huruf b diubah
dengan menambahkan besaran nilai minimal, huruf e angka 1) sampai
dengan angka 9), huruf f angka 1) huruf a) sampai dengan huruf f), angka
2) huruf a) sampai dengan huruf f), angka 3) huruf a) sampai dengan

huruf c), angka 4) huruf a) sampai dengan huruf c), angka 5) huruf a)
sampai dengan huruf ¢), huruf g angka 2), angka 3) dan angka 4) diubah
angka 5) dihapus, dan nomor 2 dan nomor 3 dihapus serta huruf C angka

2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB 11
ALOKASI, ARAH DAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS

A. ALOKASI DANA PENERIMAAN KHUSUS

1. Tetap.

a. Tetap.
b. Provinsi Papua Barat mendapat 30% (Tiga Puluh Persen)

dari dana sebagaimana dimaksud pada huruf a atau

sebesar Rp.2.507.241.496.000,- (Dua Triliun Lima Ratus
Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat
Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

c. Tetap.

., Tetap.
e. Alokasi dana sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam huruf d untuk membiayai:
1) Dana siap pakai siaga bencana;
2) Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan
Pengawasan,

3) Penataan regulasi dalam rangka penyusunan
Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah

Provinsi;
4) Bidang Pendidikan;
5] Bidang Kesehatan;
6) Bidang Ekonomi Kerakyatan;
7) Bidang Affirmasi Pendidikan;
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8) Operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRPB; dan

9) Bantuan kepada Dewan Adat/Lembaga Masyarakat
Adat tingkat Provinsi.

f. Alokasi dana sebesar 90% (sembilan puluh persen) bagian
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai:

1) Pelayanan bidang pendidikan sekurang-kurangnya
sebesar 25% (dua puluh lima persen), meliputi:

a) Pendidikan Anak Usia Dini;

b) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
¢) Pendidikan Menengah;

d) Pendidikan Tinggi;

e) Pendidikan Non Formal; dan

f) Pendidikan Luar Biasa.

2) Pelayanan bidang kesehatan sekurang-kurangnya
sebesar 15% (lima belas persen), meliputi:

a) pelayanan kesehatan dasar;
b) pelayanan kesehatan rujukan;
¢) pelayanan kesehatan ibu dan anak;
d) pencegahan dan pemberantasan penyakit;
e) perbaikan gizi masyarakat; dan
f) jaminan kesehatan.
3) Pengembangan ekonomi kerakyatan meliput:
a) perkreditan usaha ekonomi rakyat:
b) pemberdayaan ekonomi rakyat; dan
¢) pengembangan komoditi unggulan.
4) Pembangunan infrastruktur kampung untuk:
a) pembangunan prasarana dan sarana perumahan
rakyat;
b) penerangan; dan
c) air bersih dan sanitasi.
5) Pembiayaan bantuan afirmasi untuk:
a) pendidikan;
b) pengembangan adat dan budaya;
¢) perlindungan anak;
d) perlindungan perempuan; dan
e} pembinaan keagamaan.
6) Tetap.
7) Tetap.




8) Tetap.

g. Penetapan besaran alokasi dana Otonomi Khusus bagi
Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen)
diatur secara berkeadilan bagi masing-masing Kabupaten/
Kota dengan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan
Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua
Barat yang didasarkan pada'beberapa variabel sebagai
berikut:

1) tetap:
2) Luas Wilayah sebesar 20% (dua puluh persenj;

3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 10%
(sepuluh persen); dan

4) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebesar 30% (tiga
puluh persen)

5) Dihapus.
2. Dihapus.
3. Dihapus.

B. Tetap.

C. KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS

1. Tetap.
2. Dihapus.

Ketentuan dalam Lampiran I BAB [II huruf B diubah dengan
menambahkan angka 8, huruf C nomor 2 huruf b angka 3), nomor 4
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI PAPUA BARAT

‘A PERENCANAAN
Tetap.

8 PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN
Tetap.
Tetap.
Tetap.
Tetap.

> WM
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Tetap
Tetap.

Tetap.

Format laporan realisasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN
PERGESERAN/PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA

DEFINITIF.
1. Tetap.
2. Tetap.
a. Tetap.
b. Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
1) Tetap.
2) Tetap.
3) Laporan disampaikan sesuai tahapan transfer,
4) Tetap.
5) Tetap.
6) Tetap.
7) Tetap.
3. Tetap.
4. PENGAWASAN

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi serta
pemanfaatan penggunaan dana Otonomi Khusus, dilakukan
pengawasan penggunaan dana secara administratif,
penatausahaan keuangan dan hasil pelaksanaannya.

Pengawasan penggunaan anggaran atas pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/
penanggung-jawab program dan kegiatan melakukan
pengawasan melekat/pengawasan atasan langsung;

b. Inspektorat Daerah dan aparat pengawasan fungsional
pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah melalui pengawasan legislatif;
dan

d. Masyarakat melalui pengawasan masyarakat.



Pasal Il
turan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua

t.

Pitetapkan di Manokwari
pada tanggal 29 Maret 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

dangkan di Manokwari
tanggal 1 April 2019

ETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
NATANIEL D. MANDACAN

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022
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PROVINSI
PENERIMAAN : Rp. ....ovvvoevicnienns 3

ALOKASI DAN REALISASI PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS DARI PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA ATAU NAMA LAIN

----------------------------

“ hanya diisi oleh Provinsi

TAHUN ANGGARAN ....... N

Table A. |

NO.

URAIAN

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP |

ALOKASI ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI
PENYALURAN

{Rp.)

PROSENTASE
REALISASI
PENYALURAN (%)

KETERANGAN

(1)

(2)

(3]

{4}

{5]=(4)/{3)*100

(6]

'I‘i

iy

PROVINSI PAPUA BARAT

KABUPATEN/KOTA

1, KABUPATEN.........

........

KETERANGAN:
1) Diisi dengan tahun anggaran scbelumnya (n-1)
2) Diisi dengan nama provinsi

3) Diist dengan total penerimaan dana otsus

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
Kolom a)w&dmmmwwhddm[mnmhbupamlkmm nama lain
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran

Kolom (4) Diisi dengan realisasi penyaluran

Mm[S)Dﬁd&n@nmmmmmmmﬂpmyﬂwmmmW

Kolom (6) Diist dengan keterangan yang dianggap periu

11

......... prssurmnssnbrssdose S0

An. Gubernur/Bupati/Waliko

Sekretaris Daerah,




= Table A. 2
PERMINTAAN PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP 111
PENYALURAN TAHAP | PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP 11
- ALK m&giu- ALOKASI | REALISASI | PROSEN-
GGARAN ANGGARAN | PENYALURAN |  TASE RANGAN
. i Rp) | ALOKASI | ALOKASI | peALisasi | PROSENTASE | ™)) Rp.) REALISAST | NTE
ANGOARAN | ANGGARAN | PENYALURAN nm PENYA-
Pél Rp.) (Rp.) 00 SURAN
o)
(1) (2) @ % (5) (6) m (8) 9 (10) (11)
L. | PROVINSI PAPUA BARAT
"2, | KABUPATEN/KOTA
1. KABUPATEN......
2. KOTA s
3. Dst
12




Mo o ARIARAR | SR e e | e | s
S ANGGARAN | PENYALURAN TASE
- v Wp) | ALOKASI | ALokasi | Reausas | PROSENTASE | ) Rp.) REALISASI b
ANGGARAN | ANGGARAN | PENYALURAN PENYALURAN PENYA-
i e Rp. o LURAN
(%)
() @2) ®) ¥ (5) (6) m ®) ) (19) (1
3. | Lain-lain
JUMLAH
1) Diisi dengan tabun anggaran berkensan (Tn)
am w nama W ---------- gredrrsntstasinnias 20 t‘o
3) Ditsi dengan total penenmaan dana otsus An. Gubernur/Bupati/Walikota
Yelom (1) Diisi dengan nomor urut Sekretaris Daerah,
‘Kolom (2) Diisi dengan nama provinm dan/atau nama kabupaten/kota atau nama lain

Kolom (3) Duisi dengan alokan anggaran

Kolom (%) mmmmmmmmmwmmm-m
‘-mmwmmmlm&*&mmmemq

Kolom (6] Diisi dengan realisasi penyaluran
mmmuwmmmmmmmwmm
mnwwmmmu-mmmwmmms

Kolom (9) Diisi dengan realisasi penyaluran
ququwmmmmwmm
Wm(lllb&idwnmmdnmpuh




TAHUN ANGGARAN

Table A. 3

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP |

ALOKASI
ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI PROSENTASE
ANGGARAN REALISASI

(Rp.) ANGGARAN (%]

CAPAIAN
OUPUT

KETERANGAN

(1)

(2]

(3)

(4) (S)={4)/(3)*100

(6)

PROVINSI PAPUA BARAT

(7)

1. Dinas Pendidikan

1.1 Program .........
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ANGGARAN (%}

(1)
B.

(5)=(4]/(3)*100

KABUPATEN/KOTA

I, KABUPATEN.........

------------
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ALOKASI

(i e ANGGARAN | ANGGARAN m OUPUT
(Rp.) (Rp.) %) (%)

—%' (2] (3] @) 5=/ 3100 | (6] [l

¢ | Dst.
KETERANGAN:
1) Diisi dengan tahun anggaran sebelumnya (n-1)
g?.?: m :.:“m;mm G —a e = o= b et G - o T R e gretrecsnarrinaniin

, ' otsus Bupati/ Waliko

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut AnGug::;ut;Imug:erih
RnhulmmﬂdenpndeM/mmMum/MMMm.meﬁme t

Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran

Kolom {4) Diisi dengan realisasi anggaran
Kolom [5) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran

Wﬁ)Dﬁidmapahnwmtwhd[hbumm/wmmm,mewmw
Kolom (7) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu
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PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA ATAU NAMA LAIN

A, TAHUN ANGGARAN ..
PROVINSI AR e
PENERIMAAN S i iaf Table A. 4
PR PR PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP I PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP 11
PROSENTA- PROSEN- PROSEN-
URAIAN ALOKAST | SPlSy | ALOKASI | REALISASI TASE CAPAIAN | ALOKAS! | REALISASI TASE CAPAIAN | KETERANGAN
AnaOARAN | SRACTAY | ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI OUPUT | ANGGARAN | ANGOARAN | REALISASI | OUPUT
®p) o (Rp) (RpJ) Mﬁjﬁqm" [ Rp) Rp) ANGGARAN (%)
= | Il [E] (4 5 6} 7 C] @ (19 {11} i3 0y
A, | PROVINSI PAPUA BARAT
1. Dinas Pendidikan
. 1.1 Program .........
1.1.1 Kegatan........
i
‘ 1.1.2 Kegiatan.....,
RELD
1.2 Program ...
1.3 Dat.
2. Dinas Keschatan
1.1 Program ... .
1.1.1 Kegiatan........
1.1.2 Kegiatan. ...
1.1.3 Dst.
1.2 Program ........
1.3 Dat,
3. Dinas Dst,
17



‘l




) ’ Em‘ -
NO, URAIAN ALOKAS! TASE ALOKAS! | REALISASI TASE CAPAIAN | ALOKAS! | REALISASI TASE CAPAIAN | KETERANGAN
ANGOARAN | ALOKAS! | ANGGARAN | ANGGARAN | REALISAS! | OUPUT | ANGGARAN | ANGCARAN | REALISASI | OUPUT
(RpJ Am:am (Rp) {Rp) mgam (%) ®p) (Rp.) Amg&m P4
e - “ (3 (4 {51 [C) (7} 8 8 (104 (11 (12 (13
c. | Dat.
JUMLAH
WRTERANGAN:
1) g: dengan tahun anggaran berkenaan (Tn) a
m nama m& ............................

: Diii dengan total penerimaan dana otsus An. Gubemur/Bupati/Wa!ikom
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut Sekretaris Daerah,
Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi dan/atau nama kabupated /kota atau nama lan

Kolom (3) Diist dengan alokasi anggaran
Kolom (4) Diisi dengan perbundingan:
- untuk baris provinai/kab/kota dibandingkan dengan total penenmaan dana otsus
- untuk baris organisas/ program/kegntandibandingkan dengan peneriamaan dana otsus prov/ kab/ kote
Koloem (S) Diisi dengun alokasi anggaran (spebila tidak ada perubahan, diist sama dengan kolom 3)
Kolom (6) Diisi dengan realisasi penyaluran
Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingsn antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
Kalom (8} Diisi dengan capaian ouput provinsé/ksbupaten/kota atau nama lain, organisast, program dan kegiatan
mmbﬁuamnbhnwm(mhhmmmm&mmmmﬂ
Kolom (10] Diisi dengan realisasi penyaluran
Kolom (11) Dissi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokas: anggaran
Kolom (12} Diisi dengan capaian ouput provinsi/kabupaten/kota atau nama lain, organisas, program dan kegiatan
Kolom {13) Ditm dengan ketersngan yang dianggap periu




T — Tabel A. 5

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP |

PROSENTASE CAPAIAN

NO. URAIAN ALOKAS! REALISASI REALISASI OUPUT KETERANGAN
ANGGARAN ANGGARAN Akt %)

(®p) (Rp) 4
IV} [S)-{41/F%*100 16 7

B
, PROVINSI PAPUA BARAT

1. Dinas Pendidikan

1.1 Program .........
1.1.1 Kegiatan........
1.1.2 tan.......
1.1.3 Dst.

20



URAIAN

ANGGARAN ANGGARAN W * KETERANGAN
(Rp.) Rp.) %)
2 ) [} 100 [}
3. SKPD /e
3.1 Bantuan Untuk Pendidikan
3.2 Hibah Untuk Pendidikan
3.2 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan

3.4 Dst.

KABUPATEN/KOTA




URAIAN

{1

3.1 Bantuan Keuangan Untuk Pendidikan

3.2 Hibah Untuk Pendidikan

3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan

3.4 Dst.




30 g ALOKAS! REALISAS! ASE | CAPAIAN

ANGGARAN |  ANGGARAN REALISASI OUPUT | KETERANGAN

‘ ANGGARAN
| (®p. (Rp) o s
4 A £} ) 100 3] o)
| S SEFD [C=0Eh

3.1 Bantuan Keuangan Untuk Pendidikan

3.2 Hibah Untuk Pendidikan

3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan

3.4 Dst,

2. KABUPATEN/KOTA Dst.............

C. Dst.

KETERANGAN:

1) Dissi dengan tahun anggaran sebelumnya [n-1]

awwﬂmmu ---------------------------- 20

3 Diisi dengan total penerimasn dana otaus An. GubemurlBupatl/Wah‘kota
Koloms (1] Dissi dengan nomor urat Sekretaris

Kolon (2) Diisi dengan nama provins: dan/atau nama kabupaten/kota atau nama lamn, cogamsasi, program Darsah,

dan kegiatan

Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran

Kolom (4) Diisi dengan realisasi anggaran

86K [5) Dl dengan prossntass pestiandingan setara rosiossl snggares desgen aiokaw! Sogcn Y. i )
M(ﬂmmmmmwmmummmmmm



"hlny!duloidll'rovm Tabel A6

szpgulmml “.r“ Mm l PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP II PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP 111
v s REALISASE Shdalin ASE AN
NO. URAIAN PR mwn:n ALOKASL PROSENTASE AR REALISASI | PROSENT caraan | KETERANG
®p) i ®p) ) anoaarn | T ®p) ®e) AR el
f— o = b A — o o n - - i )
‘ PROVING] PAPUA BARAT

S8

esvnnney

1.2 Program ...

24



e e

A A | CAPAAN
s o | o
e = = A——w—t—% W

3.1 Bantusn Keusngan
Untuk Pendadikan

32 Hibah Untuk

Pendidikan
szwmum

Pendidikan

3.4 Dst.

I

KABUPATEN/KOTA

2. KABUPATEN

---------

........




—

hi
ik

------




1) Dnant dongan tahun angguran beckensan Trj
) Ciiisi dengan nama provinsi
Jj Dilsd dengan total penerimaan dana otsus
Kaolom (1) Diiel dengan nomor uret
Kelom (2) Diisl dengan nama provins dan/stas nama kebupaten /kota stau nama lain
Kolom (3) Diisi dengan slokani snggarnn
Kolom {4) Diisi dengan perbandingsn:
- untul baris provinei/kab /kota dhandingkan dengan total penerimann dana otaus
- untuk baris organisesi/program/¥egisandbandinghan dengan peneriamaan dana ctaus prov/hab /kota
Kolom (5] Dwiné dengan aloksal anggaran (apabils tsdak ada peribahen, diiai sama dengan kelom 3
Kolom 6] Déisé dengan realisasi peniyalursn
Kolom (7} Diisi dengan prosentase perbandingsn astara realisas: penyaluran dengan slokaal anggaran
Kolom {8) Diisi dengan capaian ouput provinss/kabupates /keta atau nama luin, organisasi, program dan kegiatun
Kolom {9} Diisi dengan alokasi anggaran {apabila tidak ada perubahan, diis sama dengan kolom 5)
Kelom (10§ Dusi dengan realisssi panyahiran
Kolom (1 1) Dimi dengan prosentase perbandingan antara realsasi penyaluran desgu. slokasi anggaran
lnb-[!mbﬁiduwup-h ouput provinei/kabupaten/kota atau nama lain, arganisasi, program dan kegiatan
Kelom (13) Disi dengen keterungan yang dianggap perhy

27

............................ 20..
An. Gubemur/ Bupati/Walikots
Sckretaris Daerah,
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PENERIMAAN $ RPN wisasississssrviiesd

Tabel A, 7

" Iy diei oleh Provinsi

NO. URAIAN

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP |

ALOKASI
ANGGARAN
(Rp.)

PROSENTASE

ANGGARAN REALISASI
(Rp.) ANGGARAN (%)

CAPAIAN
OUPUT (%)

KETERANGAN

(n 2

(3)

() (5)=(4)/(3)*100

6)

(7)

A PROVINSI PAPUA BARAT

1. Dinas Pendidikan




(Rp.)

ANGGARAN (Rp.)

ANGGARAN (%)

2

(3)

4

(51=(4)/(3)*100

6)

(7

3. SKPD

g

3.1 Bantuan Keuangan Untuk Pendidikan

3.2 Hibah Untuk Pendidikan

3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan

3.4 Dst.

KABUPATEN/KOTA

1. KABUPATEN .........




-

PEALISA

M

2)

(31

(Si={41/(3)*100

3. SKPD

3.1 Bantuan Untuk Pendidikan

3.2 Hibah Untuk Pendidikan

3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan

3.4 Dst,

1.1 Program .........

I.1.1 Kegiatan.......

1.1.2 Kegiatan......




PROSENTASE
REALISASI
ANGGARAN (%)

OUPUT (%)

@ B3 (@ (5)=(4)/(3)*100

6)

o 3. SKFD

3.1 Bantuan Keuangan Untuk Pendidikan

3.2 Hibah Untuk Pendidikan

3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan

3.4 Dst,

3. KABUPATEN/KOTA Dst.............

{C._ |Dst

 KETERANGAN.
1) Diisi dengan tahun anggaran sebelumnys (a-1)
- Kelom 1) Diisi dengan nomor urut
E ﬁﬂ@mﬂw“wmwmwmmlkoumummmm
~ Kolom [3) Diisi dengan alokaa: anggaran
Kolom (4) Diisi dengan realisasi anggaran
{ Kolom (5) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisas: anggaran dengan alokasi anggaran

-y V¥V W

Kolom (6) Diisi dengan capaian ouput provinsi/knbupaten/kota atau nama lain, organisasi, program dan
Koloe (7) Diisi dengan keterangan yang dicnggap periu

20..
An. Gubernur/Bupati/Waliko
Sekretaris Daerah,
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e

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP [l

REALISAS!
ANGOARAN

ALOKASI

ANGOARAN
®p) ®p)
-

[ ]
PROVINSI PAPUA BARAT

=

PROSENTASE
REALISASI
ANGGARAN %)

CAPAIAN
OQUPUT ()

s ==

[ .

32




ANGOARAN REALISAST | CAPMAN | LcoaRAN |  ANGGARAN g:‘,“,‘:“
(Rp) ANGGARAN ) | OUFUT (%) [ Rp) -
7 m ] s n 1]

33







PERMINTAAN
PENYALURAN TAHAF |

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP 1l

m§E§
m gg

PROSENTASE

ALOKAS
ABGGARAN

Fe)

REALISAR
PENYALURAN

R

FPROSENTASE
REALISAS
FENYALURAN

CAPAIAN
OUPUT )

ALORASL
ANGGARAN

Pe)

REALISASE
PENYALURAN
(Rp)

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP 11

REALISAS]
PENYALURAN

——
PROSENTASE

CAPAIAN
CUPUT )

)

I—

%I_

M

W

”..

04
—

R ——

dana otsus prov/kab /keta
kolom 3

oooooooooooooooooo

Sekretaris Daerah,

20..
An, Gubemur/ Bupati/Walika
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REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DIURAIKAN BERDASARKAN
ORGANISASI, PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANCGARAN ...... n

PROVINS! YO —— 2

s harnyn diisi oleh Provinsi Tobel A. 9

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP 1
PROSENTASE

NO.

ALOKASI
ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN

CAPAIAN
OUPUT (%)

{1 23]
A PROVINSI PAPUA BARAT

3 4l 4 100




N —— e e

NO.

URAIAN

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP |

PROSENTASE
ALOKASI REALISASI
ANGGARAN REALISAS]

ANGGARAN
Rp. (Rp) e

CAPAIAN
OUPUT (%)

KETERANGAN

1. L UTIE M

3. SKPD

3.1 Bantuan Keuangan Untuk Pendidikan

3.2 Hibah Untuk Pendidikan

3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan

3.4 Dst.

|

KABUPATEN/KOTA

6. KABUPATEN .........

-------

-------

7




OUPUT
(Rp.) (Rp.) ANGGARAN (o)
A “ )
3. SKPD & SR
3.1 Bantuan Keuangan Untuk Pendidikan
3.2 Hibah Untuk Pendidikan

3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan

3.4 Dst.

--------




anggaran
;mnwmmmmmmm/mmmmw

dan kegiatan
(7) Diisi dengan keterangan yang dianggap periu

39

i PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP 1
PROSENTASE
NO. URAIAN m :?Ausas: REALISASI | CAPAIAN | KETERANGAN
L | GOARAN | ANGGARAN | OUPUT (%)
(Rp.) (Rp.) %)
_ o £ 14 S0/ (51°100 [ ]
.1 Bantuan Untuk Pendidikan
Untuk Pendidikan
3.3 Bantuan Sosial Untuk Pendidikan
3.4 Dst.
5. KABUPATEN/KOTA Dst.............

Dst,
%ﬁv_ﬁﬁﬂ
‘ Diist dengan tahun anggaran sebelumnyafn-1) T e
3&“"’0‘"“ pmimim An. Gubernur/ Bupali/Walikota
'ﬂpﬁim penerimasan dana ptsus Sekretaris Daerah,
,Wl ) Diisi dengan nomor urut
IWNMWMmmMInanIMMWMW
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran (
Kolom (4) Dilsi dengan realisasianggaran e ssessnssasissrassiasassiass
imﬂbﬁdcnpnmunmmmrmjmdm’nm




REKAPITULASI ALOKAS!I DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DIURAIKAN BERDASARKAN ORGANISASI,

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ...... "
) harya dissi cleh Provinsi Tabel A, 10
PRRMINTAAM PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP 1I PERMINTAAN PENYALURAK TAHAP 111
PENYALURAN TAHAP |
NOL URAIAN ALOKASE | PRoseNTASE | ALOKAS REALISASE | PROSENTASE | CAPAIAN | ALOKAS! WEALISAS) m‘ CAPAIAX | KETERANGAN
ANGGARAN |  ALOKASI | ANGOARAN |  ANGOARAN REALISAS! OUPUT | ANGGARAN | ANGOARAN ReumeN | ouruT
p) ANGGARAN %) ®p) ®p) ANGOARAN 1) (] Ry ®p) 04) P
S e — - (T P— e Y — = vm X - —— | ememes wam e L[ W
PROVINGI PAPUA BARAT
A
1. Dinas Pendidikan
1.1 PrOgram ...
111
g~
1.1.3 DsL 3
12 Program ........
3 Dst.
2 Dinas Keschatun
1.1 Program .........
111
1.1.2 Kepatan..—.
1 1.1.3 Dst.
1.2 Program ...
1.3 Dst.
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PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP TI

YALURAN TAAP
| avoxasi | mrosewrase

ANGGARAN | ALOKASI | ANGGARAN | ANGGARAN | REAUSASE | OUPUT | ANGGARAN | ANGOARAN | Lciipey | OURUT
{Rp) ANGGARAN M) Ry Rp) ANGGARAN ') ] Rp ) "p ) & na)
o -1 ] -
] —l._'—j | — B, T—— L -
3.1 Bantan Keuangan

Untuk Pendidilan

32 Hibah Untuk

Pendidikan
3.3 Bantuan Sosinl Untuk
Pendidilan

3.4 Dst.

.| KABUPATEN/KOTA

1. KABUPATEN

ey

.........

41




nmm%wl PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP 11 PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP 11 SEEERANDI
ANGGARAN um:n" ANGGARAN |  ANGOARAN REALIEASS "““‘g' T
ouruT ANGGARAN ANGCOARAN
®Rp) | ANGGARAN MM | Rpi #p) AREIn ) R *p) s [
— ~ 5 = — = B o —B— -

3.2 Hibah Unituk
Pendudilan
3.3 Bantuan Sovial Untuk
Pendidikan
3.4 Dst

2. KOTA i

------

-------




m

PERMINTAAN
PENYALURAN TAHAP | FERMINTAAN PENYALURAN TAHAP Il PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP 111
| wo URAIAN ALOKAS! | PROSENTASE | ALOKASI mpALgAs | TROSERTASE |~ ol T s sEaLisam | TPOSENTASE | oouuan | KETERANGAN
ANGUABAN |  AUOKASE | ANGGARAN | ANOGARAN | REAUSASE | T | ANGOARAN | Amcaaman | FEAUSAS
Rp) ANGGARAN %) ®p (RP) ”'ﬁ”‘" ol W) R "mé’w' ou:,n
v - o [ M . ] 0 n T (1T iy T | - . TT—

3.1 Bantan Keuangan

Untuk Pendidikan

3.2 Hibah Untuk

Pondidilan

3.3 Bantuan Sosial Untuk

Pendidikan

3.4 Dst. 7

3, KABUPATEN/KOTA

2 AR IR,
O, Dat. 4
JUMLAN
KETERANGAN.
gmwuummm| ‘ ...... teavgessssessannnnnaryS 20,
R naina ¥
& it ‘_‘_"‘"W m__'“""“" R An. Gubernur/Bupati/ Walikoty
Kolam (1) Dyisi dergan nemor wrual ‘ Sekretaris Daerah,
Kalom (2) Diisi dengan nama provins dan /atsy oama kabiupaten/kota atau sama leio
Kalom (¥ Dited dengan alokasi anggaran
Nelatn (4) Diisl dengon perbandingan:
»WhW’pmMWWh*u"[hb‘M oooooo Sesannnnny Jrrenee dbsrnnnrrann e

Kelom (5) Dilsi dengam alokasl anggaran (apabila tidek sda perubaban, diis sams dengan kolom 3
Kolom (7) Disal dengne: prosentase parbandinger watara reslisas peayaluran dorgan alokani anggnran GUBERNURPAPUABARA‘L

Kolem (8) Diisi dengan capainn oupat provinsi/kabupaten /Reta staa nama lain, eoganisasi, program das kegiatan
Kolam (9 Diisi dengan alofowt anggaran (apobila tidek sda perubahan, diini sama dengan lodom 5)

Kalem (10} Dilsi dengen realisasi penyshiran DR. ROREH SASHY CAP/TTD
Koloen (11) Disst dergian prosentus~ perbandingan antaca realismi peayaluran dengan aloksal angrarnn N

Kobom (12§ Dvist dengun capainn ouput provinsi/kabupaten/kota stau nama Lun, eoganinasl, program dan kegiatan
Kolom (13 Ditsd dengnn: ketarangan yang dianggap periu
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